
Menimbang 

BUPATI MALUKU TENGAH 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 

NOMOR 2M TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 
NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH 
KABUPATEN MALUKU TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 1 2  ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, dan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Pembentukan Perangkat 

Daerah dan Pasal 4 ayat (1 )  Peraturan Daerah Nomor 04 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Maluku Tengah, telah ditetapkan Peraturan 

Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Maluku Tengah; 

b. bahwa dengan adanya pengalihan tugas penyelenggaraan 

pemerintahan negeri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

untuk dilaksanakan di Bagian Pemerintahan dan Otonomi 

Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, perlu 

dilakukan perubahan untuk memperkuat kedudukan dan 

fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana . dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tengah 

Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku 

Tengah. 



Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam 

Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645); 

2.  Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten 

Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, 

Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); 

3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 661 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 



8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang 

Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lem baran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 62 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4095); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 ten tang 

Penyelenggaraan Togas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106) ;  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4194) ; 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 15 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4263); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4278); 



15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

17. Peraturan Daerah Ka bu paten Maluku Tengah Nomor 04 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016  Nomor 183);  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA .KERJA DINAS 
DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH. 

Pasall 

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Maluku Tengah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 37 ayat (1 )  huruf c dan ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 37 

c. Bidang Fasilitasi Kelembagaan, Kerjasama Antar Negeri dan Pengembangan 

Aparatur, membawahi : 

1 .  Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Aparatur Negeri 

2. Seksi Kerjasama Antar Negeri 

(2) Bagan struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1 )  tercantum 

dalam lampiran peraturan bupati ini dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahk~n. 



• 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal " April 2018 

qPATI MALUKU TENGAH, k4 

Diundangkan di Masohi 
pada tanggal April 2018 

/ PENJABAT SEKRETARIS DAE 
t MALUKU TENGAH, 

RAKIB SAHUBAWA 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NO MOR 



LAMPIRAN : 

BAGAN STRUKTUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NEGERI, 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALUKU TENGAH 

I KEPALA I -· 

I 

SEKRETARIAT 

I 

I I I 

SUBAG SUBAG 

UMUMDAN PERENCANAAN SUBAG 

KEPEGA W AlAN KEUANGAN 

I I I I I 

KELOMPOK JABATAN BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG PERLINDUNGAN HAK 

FUNGSIONAL 
FASILITASI KELEMBAGAAN, PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

KERJASAMA ANTAR NEGERI DAN KAWASAN PERDESAAN PEMBERDAYAAN 
DAN KUALITAS HIDUP KHUSUS ANAK,DAN 

KELUA RGA 
PENGEMBANGAN APARATUR MASYARAKAT NEGERI PEMENUHAN HAK ANAK 

I I I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI PELEMBAGAAN SEKSI PERLINDUNGAN 
- 

KELEMBAGAAN DAN 
· �  

PEMBANGUNAN 
- 

PEMB MSY NEGERI, PENGARUSUTAMAAN PEREMPUAN DAN KHUSUS ANAK 
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PENDAYAGUNAAN SDA - - 

GENDER DAN SERTA DATA KEKERASAN 
APARATUR NEGERI PENGEMBANGAN SDA PENGEMBANGAN UEN PEMBEDAYAAN PEREMPUAN PEREMPUAN DAN ANAK 

KAWASAN PERDESAAN BIDANG EKONOMI, SOSIAL, 
POLITIK DAN HUKUM 

SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKSI PEMENUHAN HAK 

- 
KERJASAMA ANTAR 

- 

PEMBANGUNAN SARANA PEM SARANA SEKSI PELEMBAGAAN ANAK, DATA DAN 
NEGERI DAN PRASARANA - PRASARANA DAN PELY - PENGARUSUTAMAAN - 

KAWASAN PERDESAAN SOSIAL NEGERI GENDER DAN INFORMASI ANAK 

PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN BIDANG 

KUALITAS KELUARGA, DATA 
DAN INFORMASI 

y TENoA. [k 


